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PENDAHULUAN
A. LATARBELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis,
penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisi ratau
bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan
dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat
yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidak pastian ini berupa
ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen risiko
adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan
pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan
pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat
disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang
nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang
tidak terpikirkan dengan memindahkan risikoe kepada pihak lain atau
mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau
semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses
manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi
untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan
sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan
ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat di minimalisir atau bahkan
dapat di hilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risike yang akan di
timbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan juga harus
dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat
mengetahui aktivitas-aklivitas apa saja yang beresike tinggi, sedang dan
rendah sehingga resiko tersebut dapat di minimalisiri atau bahkan dapat di
hilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupalen Lamongan dapat berjalan sesuai dengan
rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.




B. DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830)

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah
Daerah

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Penyeleﬁggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Manajemen risiko diterapkan dengan maksud  untuk
menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat
melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi
dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik

Risko Tingkat Eselon Il serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 11l dan

IV bertujuan untuk

a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi
pemerintah -

b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis
organisasi dan peningkatan kinerja
Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif

d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan
perencanaan

e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi

f. Meningkatkan ketahanan organisasi




g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber
daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku
kepentingan

D. RUANGLINGKUP
Manajemen risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen,

sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

« Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya

« |dentifikasi risiko

« Analisis risiko

« Evaluasi risiko

« Pengendalian risiko

= Pemantauan dan telaah ulang

= Koordinasi dan komunikasi

Il. RENCANADAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN Il
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
risiko yang direncanakan pada periode triwulan Il sebagaimana terlampir
(lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Tribulan Il )
B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode tribulan Il, yang telah dilaksanakan adalah
dan yang belum di laksanakan adalah sebagaimana terlampir pada
(lampiran 1.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan 1)

. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan

dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan
terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko
OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan selain SDM dan kurangnya peralatan yang
memadahi, Masyarakat Lamongan masih banyak yang belum Aktif
melaporkan pelaporan akta kelahiran, kematian dan melakukan perekaman



KTPel untuk usia wajib KTPel, serta wilayah daerah Kabupaten Lamongan
yang cukup luas sehingga masyarakat lamongan yang jauh dari tempat
pelayanan administrasi kependudukan tidak terlayani dengan cepat.
IV. MONITORING RISIKO DAN RTP
Dari hasil monitoring atas pekemunikasian risiko dan RTP, keterjadian
risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan |l
dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan
pemutakhiran risiko dan RTP untuk pericde triwulan berikutnya.
V. PENUTUP
Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode tribulan Il dapat simpulkan bahwa
kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara Khusus
terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai
tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai
perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna
meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan
dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan

kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat.




LAMPIRAN




Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko

Tribulan |

( Penanggung |

Bentuk/Metode R&“af::a Realisasi
No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Pemantauan yang | Jawah | Pelakeanaiii Waktu Keterangan
rluka | eman sanaan [
Dipe n P tauan Parcantagan Pelak
| Risiko Strategis OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: ) |
' Kordinasi dengan pihak [
k:ﬂ:;: d;ian o cidang pelayanan |
1 | Pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan : ! pendafataran tahun 2025 | tahun 2025
desafkelurahan melalui
penduduk
. = ) | surat - i
Pelayanan jemput bola akta kelahiran dan pelayanan kolektif kardinasi dengan pihak , -
: : : : Disdukcapil
2 | pengurusan KIA yang bekerja sama langsung dengan dinas instansiflembaga Eantesioan | tahun 2025 tahun 2025
| pendidikan _ pendidikan melalui surat — i
T , melakuk iglisasi k
3 melaksanakan sosialisai di desa desa terkait kepengurusan T; : an:?ms:ias: g Disdukcapil tabion 3025 tahuss 2025
doxumen kependudukan e pSrEAn ang: | Lamongan B ek
| - N a_d.::‘_ didesa | =
NP I bidang pelayanan i
4 | Jumiah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan zkis kematian Harian/Bulanan 5P Gl tahun 2025 tahun 2025
pencatatan sipil
i Palayanan o _ ]
tMemanfaatkan SIAK
sebapai sarana pelaporan
Melakukan maonitoring dan evaluast terhadap implementasi dan pemantavan data bidang pelayanan
. h
3 pencatatan perkawinan nan-Muslim pencatatan perkawinan pencatatan sipil tahun 2025 taun.2eeh .
non-Muslim secara real-
- | time dan terintegrasi. |
| Memanfaatkan SIAK . [ !
sebagai sarana pelaporan 5
ilelakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan pemantauvan data bidang pelayanan :;
2] : X h .
| pencatalan perceraian non-Muslim pencatatan perceraian pencatatan sipil tzhun 2025 tahun 2025
non-hMuslim secara real-
= time dan terintegrasi.
Rekapitulasi T f
7 | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Harian/Bulanan A peAyan tahun 2025 tahun 2025 .
pencatatan sipil
|| Pelayanan : = S
kardinasi antar bidang Bidang
8 | Perawatan perangkat software/hardware berkala Vang terkall peldyanan peneciolaan tzhun 2025 tahun 2025
| melalui surat ataunota | informasi
j dinas J_adminduk_ |




Risiko Operasional OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

xordinasi antar lembaga Bidang
Pelayanan Jemput bola ke sekolah SMA se lamongan Sekolah tingkat SMAMA | pendaftaran tahun 2025 tahun 2025
- dan SMK malalui surat penduduk s B
) - gerak i b i
berkordinasi dengan sekolah se kabupaten lamongan terkait , ;T;Ei?a 3?:1&3; bl dna dnagnara . tahun 2025 tahun 3075
kepengurusan kolektif KIA unluk siswa-siswi di bawa 17 tahun i pe 2 3
il | tahun di kab.lamongan penduduk -
s ke | ; i
Layanan Jemput bola krcinesike kecamatan. | Bisdukcapl tahun 2025 tahun 2025
{ dan desa melalui surat Lamongan
memanfaatkan media sosial resmi (Instagram, Facebook, ! D
WhatsApp Bisnis, dan YouTube) untuk menyebarkan informasi indek kepuasan bidang inovasi tahun 2025 ' tahun 3075
pendaftaran penduduk, termasuk tata cara, persyaratan, dan masyarakat pelayanan '
manfaat dokumen kependudukan i -
Rekapitulasi | bidan ncatatan
Jumniah pelayanan jempul bola akta kelahiran dan akta kematian Harian/Bulanan i B pencata tahun 2025 tahun 2025
sipil lamongan
== Pelayanan 3
i : ; . Rekapitulasi )
Melakukan monitonng dan evaluasi terhadap implementasi . Lidang pencatatan 5
pencatatan perkawinan non-Muslim i o sipil lamongan AT Ll
- Pzlayanan o
, , - Rekapitulasi :
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi : bidang pencatatan
pencatatan perceraian non-Muslim Harian/Bulanan sipil lamongan tahun 2025 tahun 2025
R . Pelayanan ;
| fakaptiniasl bidlan encatatan
Jumiah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Harian/Bulanan b tahun 2025 tahun 2025
sipil lamongan
Pelayanan :
kordinasi antar bidang Bidang
Perawatan perangkat software/hardware berkals yang t?rka“ pelayanan FE"EEIDI?‘E" tahun 2025 tahun 2025
melalui surat atau nota informasi
dinas adminduk




lampiran 1.2 REALISAS| KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO Tribulan |

[ S :

. |I “Risiko™ van | ! Kejadian Risiko | ' Rencana Realizasi |
No | IS Kede Risiko = ~ Keterangan RTP Pelaksanaan | Pelaksanaan @ Keterangan
Teridentifikasi Tanggal Sahab Dampak ‘ RTP RTP
. Terjadi | ; | - | |
F.Jslko Strategis OPD Dinas | D Dinas Kependudukan dan Pen:atatan Sipil: _ = ey . ) , |
- Belum Melakukan [ ' |
Parakaman KTPal |
' - Status dalam | i
| database Pelayanan | |
Masyarakal tidak dapat bermasalah ' - langsung
memiliki KTPel Sehingga (ganda) angka wajio el pendataan dan
' tidak bisa mendapatkan hak RS0.26021212 | 2025 - dizabilitas dan ;:ggtcxterpenuhl E parekaman tahio 2025 Tl 2R
pelayanan publik odgj : penduduk
- rentan
Bepergisn/merania
{u |
= - | - Wilaysh yang luas | ) | B | ‘ _ '
' Pelayanan
| jemput bola
-minimnya akta kelahiran
Panduduk Usia df bava 17 kesadaran angka wajib dan pgrlayanan
2 | tahun tidak dapat REO2E 021242 [Giws | PoMduusandan | kepaailiken skia : KO tahun2025 | tahun 2025
mendapatkan KIA pendaftaran akla dan kia tidak pengurusan KIA | -
dankiadi | terpenuhi 100% | yang bekerna |
' I masyzarakat _ sama langsung
dengan dinas
= _ _| pendidikan -
s ooy TidakMendapatka
d;‘r%gt:; I'];g!lggiar n_I:IakDaslamebag | Pelayanan
Hasil Pendataan Penduduk | - Tidak Memiliki aw";"arglaruegar_ad | fa-’::;sung
3 MNon Permanen dan Renlan | RS0.25.02.12.12 | 2025 Coxumen Dasar :n LELRC Hanl | pe.:da'laan fan tahun 2025 tahun 2025
Administrasi Kependudukan - Kurangnya g | perekaman
Pemerintah penduduk
Kesadaran dan Basi
Edukasi -Basis Data rentan
Kependudukan
Tidak Akurat
-Sosialisasi Belum | -Sebagian melaksanakan
Masih banyak Masyarakat Menjangkau masyarakal | sosialisai di
Lamongan yang kurang ' | Semua Wilayah betum memahami desa desa
4 Informas., dan Edukasi RS0O25.02.1212 | 2025 -Belum Optmalnya | pentingnya terkait izhun 2025 tahun 2025
| Terkait Pendafiaran Pemanfaatan administrasi kepenqurusan
Penduduk Meadia Sosial dan kependudukan | dokumen
| 1 o | Digital -~ | -Banyak warga ) kependudukan |




mengira
pengurusan KTP,
KK, atau Akta itu

Pengadilan Relalif
Besar

Kembali secara
Resmi

perceraian non-
Muslim

berbelit, mahal,
. dan butuh calo.
-Tidak Tahu
Pantingnya Akta
Kelahiran
-Keterlambatan -Tidak bisa
| . Pengurusan mendapatkan Jumlzah
Masg.r_a_rgkat t“jas:. da- e -Tidak Punya Kartu |denlitas pelayanan
memiliki Akla Kelahiran Flakuiien Anak (KIA) : { bola
Sehingga tidak bisa RS0.25.02.12.12 | 2025 i cingreialr | T bis et Leloairan | tehun 2028 tahun 2025
mendapatkan hak z ;
pelayanan publik an darn masuk sekolah dan al-_rta
bidan/dokter.Buku | formal (syara? kemaltian
nikah) FPDE) '
-Biaya Transporasi
dan Waktu Menjadi
Kendala
Humngnya -Keluarga Tidak
| Masyarakal lidak dapat FETQE!EIE;”E” : gisa Mengurus Ju:nlah
memiliki Akta Kematian ;ﬁ:&g “’[‘.95' | Hak Waris, pe “a“tf'”l
Sehingga tidak bisa RSD.25.02.1212 | 2025 | e Asuransi, atau JEmpLr o tahun 2025 | tahun 2025
! -Proses < akta kelzhiran
mendapatkan hak P Fensiun 5 et
pefayanan publik S -Penyalahgunaan b it
Dianggap Rumit Data Almarkum kematian
dan Membebani .
. i -Anak Sulit Malakukan
-Perkawinan Tidak ipe)
Masyarakat Non Musfim Dicatat Secara r'é!elni;l?pat Akt n?u:rnnn_ng dain
tidak dapat memiliki Akt Resmidi Lembaga | /52 k'ra“ o “35'
Perkawinan Sehingga tidak | RS0.25.02.12.12 | 2025 Agama atau f,l“g f”h i I '“IE’ 20 | tahun 2025 tahun 2025
bisa mendapatkan hak | Pemerintah Rkl ol IpEmee:
[ i dalam Wars, pencatatan
palayanan puhlik -Persyaratan yang P ; e
Tidak Lengkap erceraian, dan perkawinan
Penwalian non-Muslirm
Belum Melakukan ﬁiﬁ;’ﬂﬁi Metakukan
Masyarakat Mon Muslim gioses. Eerr.:e[e:;_an Perubahan mnr:mn_r:g A
tidak dapat memiliki Akta P‘*f‘a“ﬂd_l ES‘L“ ' | Dokumen i '-‘;‘5'
Perceraian Sehingga tidak | RS0.25.02.12.12 | 2025 E‘a.”ﬂad' anwﬁgtﬂ" Kependudukan Ter”:j! 8 |tashun2025 | tahun 2025
bisa mendapatkan hak ;, i d% u -Menghambat Imprernentzst
pelayanan publik engurusan d Pernikahan pencatatan




| -Masih Banyak |
| Masyarakat yang f
Belum Memiliki -Risiko Kualitas i
Dokuman Pelayanan
Kependudukan Manurun
S — o Lengkap -Kebuluhan { i:ymali;n
umia yvanan Pencatatan -Uniuk Mewujudkan | Anggaran dan o
Sipil yang Ditingkatkan RS0.25.02.12.12 | 2025 Fa Newionet | | Sws - Pencatatan Sipil | tahun 2025 | tahun 2025
Tertib Administrasi | Meningkat E‘?“g |
| Kependudukan | -Ketergantungan Hingralkan
Mzndukung pada Layanan
Integrasi Layanan Lapangan
Berbasis NIK di
B | Berbagai Sekkor
ﬁ:?;;ﬂ;ﬁ;ﬁ F;:EI}'ETI‘EIH i -Ga ngguan Sistem | Terhambatnya EE:::;::: : .
Pencatatan Sipil Mengalami R30.250212.12 | 2025 atau Jaringan Aksgs Layanan . citbiata s tahun 2025 tahun 2025 !
. Kendala (SIAK Nasional) Fublik are berkala i
o 5 o i -Perencanaan . '
ersentase buku profi y Pembangunan
perkembangan -Kel;._arseg:aan dan Tidak Te?}at |
kependudukan Kab. | ualilag =18 yary Sasaran
Lamongan yang telah RS0.25.02.12.12 | 2025 Belum Konsisten _Masyarakat - tahun 2025 tahun 2025
: ; -Keterbatasan i
disusun dan Baliho yang A Tidak Mendapat
talah terpasang nagan Informasi yang
- B Gukup . .
___ Risiko Operasional OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: ]
| &
l | ;:;“ b “Warga Tidak
ESaciv Can Memiliki Identit Pelayan
Jumlah Data Penduduk | Pemahaman Resmi as JE ayal o -
| Wajib KTPel Belum RS0.2502.12.12 | 2025 Masyarakat o : . emputbolake | \.hn2025 | tahun 2025
Melakukan Perskaman -Lokasi Perekaman | - idak Bisa | sakolah SMA se
Jauh atau Sulit | yenpekses. Emengan
. Layanan Publik
Digkses |
-Belum Mamiliki berkordinasi
T;?;ﬁls hleany Penduduk Usia di dengan sekaolah
pencalalanatal bawa 17 tahun :SE kabupaten
Penduduk Usia di bawa 17 pengajuan KIA tidak dapat ‘5";‘3"_195’”
tahun tidak dapat RS0.25.02.12.12 | 2025 hanya ada diMpp | Mendapatkan KIA . b tahun 2025 | tahun 2025
mendapatkan K14 | lamongan Pcepeng urusan
. - kolekef KIA
aplixasi pengajuan | pelaporan untuk siswa-
kzuangan keuangan tidak siswi di bawa 17 |
bermasalah tepat wakiu lahun |




-Tidak

Mendapatkan ' !
-Maobilitas Tinggi Hak Dasar
dan Tidak Malapor | sebagai Warga |
Hasil Pendataan Penduduk -Tidak Memiliki Megara dan [ |
| 3 Mon Permansn dan Rentan | RS0.25.02 4212 | 2025 Dakumen Dasar Tersisin dan E..:ayan?n tahun 2025 tahun 2025 |
Administrasi Kependudukan | -Kurangnya Frogram | Jemput bola
| | Kesadsran dan Pamerintah [
[ Edukasi -Bzsis Data
Kependudukan
_ " Tidak Akurat '
memanisatken | '
media sosial
resmi |
-Szbagian (Instagram, |
masyarakat Facebook,
-Sosialisasi Belum be'".m PR %E_ISAPP |
Masih banyak Masyarakat Menjangkau pz EngHya Bisnis, dan |
Lamongan yang kurang Semua Witayah : ministast YouTube) untuk .
4 | Informasi, dan Edukas RS0.26021212 | 2025 | -Belum Optimainya | "cPendudukan menyebatkan | tshun2025 | tahun 2025
Terkait Pendaftaran Pemanfaatan ﬁ:ggi?: warga ;::ﬁ:jn;ft::'an |
Penduduk P[;!,Z?r_];[ Sosial dan pengunisan KTP, Bl | |
| KK, atau Akla ity termasuk tata | |
| berbelit, mahal, cars, | |
| dan butuh calo. parsyaratan, . |
dan manfast I
dokumen | |
| : - | kependudukan |
-Tidak Tahu
Pentingnya Akia
Kelzhiran
-Keterlambatan -Tidak bisa i
PR e Pengurusan | mendapatkan jumlah !
st oyl b TokPums | atulgenie |
: ; ; oRUMEN a Jemput bola
] iii:ggg:ﬂt(l:::gdfa R30.250212.12 | 2025 Pendulkungl[kelahir i hlia k= katabivan tahun 2025 tahun 2025 ;
pelayanan publix | an dari masuk sekolah dan akta ;
bidan/dokter.Buku | formal (syarat kematian |
nikah) FPDB)
-Biaya Transponasi
dan Waktu Menjadi
Kendals -
Masyarakat tfidak dapat -Kurangnys | —[‘;‘e!u‘aig,a ?‘:da'c I 4 Jumian i .I
| mermilii Akta Kematian Er[‘gsta';:’-g SO ool e | ‘ |
| [ i ke i . e 2 Ngs } Tealis, | mpat | o : » ;
& :rill.gsga.hdsk tisa RS0.25.02.12.12 | 2025 penassilaloollill i g ST T kelarian | 12MUR2025 | tahun 2025
iendapatkan hak ; b
paiayanan public -Proses Fensiun dan akia
| - Pengurusan -Penyalzhgunazn kematian = g




| Cukup

!

o Dian'ggap Rumit Data Almarhum e
dan Membebani [
: | -Anak Sulit Melakukan =
-Perkawinan Tidak o
| Masyarakal Non Muslim Dicatat Secara E:’gﬁipit Ak murllrtuning el
tidak dapat memiliki Akta Resmi di Lembaga Lonik - f:;:g:
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